BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara
Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pegih
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Melaksanakan rapat-rapat resmi membahas tentang seluruh tahapan pilkades
serentak, (4) Mensosialisasikan regulasi terkait dengan seluruh tahapan sesuai

dengan peraturan yang ada kepada masyarakat;



(2) Aspek Sumber Daya : Berkaitan kualitas personal dan daya dukung
berupa anggaran, bahwa sumber daya manusia dan sumber daya financial yang
ada di panitia pemilihan kepala desa serentak didesa salut sudah memadai

dalam proses merekrutmen panitia sebelumnya dilihat dari asfek-asfek
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5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentak di Desa Salut Pada Tahun 2019

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa
Salut Pada Tahun 2019



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Salut berjalan dengan baik
mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai kepada penetapan Kepala Desa
terpilih. Keberhasilan tersebut tentunya dipengaruhi oleh factor pendukung dari

pelaksanaannya, diantaranya:

(1) Kemampuan Membangun Koggununikasi yang baik antara panitia

Pilkades, baik itu tingkat desa, serta sosialisasi kepada

masyarakat;

(2) Su anusia yang Memadai;
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(3) Verifikasi Identitas Calon Kepala Desa, karena ditemukan adanya ljazah

Jauhnya tepat pemesanan logistic, dan letak TPS yang kurang Strategis;

calon kepala desa yang ada kekeliruan sehingga dilakukan validasi ke instansi
yang berwenang; dan

4 Lemahnya Pengawasan;



5.2 Saran

Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dalam proses pelaksanaan
demokrasi local melalui instrument Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok
Utara, sehingga diperlukan masukan dan saran yang bersifat konstruktif. Beberapa

masukan dan saran yang penulis sajikan dari hasil analisis dan temuan lapangan,

diantarannya:
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Tahun 2008 Nomor 99,
Republik Indo Nomor 4872);
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5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa

yang dilaksananakan oleh selurumDesa di wilayah Kabupaten Lombok

Utara pada hari yang sama.

m yang memi

ayah yang berwenangy 4, mepgat mengurus
yemerintahan, kepentingan {gasya Katysetem

asyarakat, hak asal _nr’ kf%dis
dihormati dalam  sistems -- erintahan=Negara atuan Repullik

bebas, rahasia, jujur, dan ad|I

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerabh;

13. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

14.Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia



Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.

16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

ilih Sementara yang selanjutnya disebut DP
yang - disusun berdasark

ar Pemilih Tetap Tan%a”ﬂ!va

h daftar Pemilih yang tidak terdaftar
panye adalah suatu kegiatan ya

26. Badan Usaha Milik Desa yang selanju nya disebut BUMDes adalah
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

27. Hari adalah hari kerja.

28.



BAB Il
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Jenis Pemilihan Kepala Desa Serentak
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi:
a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; dan

b. Pemilihan Kepala Desa bergelaffbg

Pemilihan Kepala
huruf a, dideRUK
seluruh

a 1(satu) kali sebagaimana dimg
hanya satu  kali pada - hari
alam wilayah Daerah.
Pasal 4

sud dalam Pasal 2

ihan Kepala Desa bergelo agaimana
am Pasal 2 ‘nksanakan
pengelompokan nasa ja Kepala Dega

kemampuan keuanga® Pejfierint:
ketersediaan PegawaiENEgEr i FdiEhng

(1) Bupati me i
dari Dinas/Instansi terke
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a. merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak



suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara serta kotak suara perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala

Desa tingkat kabupaten;

. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

1. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

=S

Jadwal Pelaksanag

engenai
6 (enam)

pada* (1) ditegabgSkan

pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 8

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud



dalam pasal 7 ayat (1).

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan BPD setelah mengadakan musyawarah desa
pembentukan panitia pemilihan.

3. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh BPD bersama unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan
desa, dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik
masing-masing desa.

5. Panitia pemilihan bersifat mandigihdan tidak memihak.

6. Ketua dan anggota BPD dil a pemilihan.
usunan Panitia Pe [

Pasal 9

(6))

ilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasa
dari  unsur

seksi Pendaftaran
eksi Keamanan;
ksi Logistik;
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(3)
ufakat tidak

a Srafigutan suara.

(4) Apablla anggota Pa ana dimaksud pada ayat
(1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan
tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti
keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan
Keputusan BPD.

(5) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sesuai kebutuhan masing-masing
desa.



Paragraf 3 Tugas dan Kewajiban
Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

a. merencanakan,mensosialisasikan,mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui camat;

c. melakukan pendaftaran d

d. mengadakan pen i

e.

f.

g.

h. tempat

plelaksanakan pemungutan s ;
enetapkan hasil rekapltuIaS| n suara.dan
mengumumkan hasil em|

menetapkan calon Ke ilih;
jsa pemilihan.

melakukan eval
J

Sec adil dan
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Menetapkan kebd
penyelenggaraan pemiiha
menyampaikan laporan pada
pelaksanaan  pemilihan d
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. Memelihara arsip dan do en pemilihan;
e. We ertanggungjawamenggunaananggaran pe
2pala Desa kepada BPD dan Bupati;
AkSanakan semua tahapan pemlllhan tepat
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(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan
wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan
bertanggung jawab kepada BPD.

(5) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih
dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

(6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan BPD Tentang Pembetukan Panitia Pemilihan.



b. Pengambilan sumpah/janji oleh Pimpinan BPD yang

berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya sebagaiPanitia Pemilihan dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,;

bahwa saya akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah
satu calon dalam pemilihan Kepala Desa; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara' dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan

lurusnya yang haffakiiioa aekal ™elan Negara Kesatuan

berita acara pengambilan su
oleh Pimpinan BPD.
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uh) hari setelah tef®€ntuknya Panitia Pemilih

(1)

(2) berlkan persetujuan biaya pemlllhan palwg lambat 30
(tiga pult : 'ak dlajukan oleh Panitia Pepaiag
(3) Biayape d lw o

(4) Dana bantuan da
pemungutan suara.

§ glawttihan pada pelaksanaan

Pasal 13

(1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan
kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan
anggaran pemilihan Kepala Desa.

(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

a. pengadaan surat suara;



b. kotak suara;
c. kelengkapan peralatan lainnya,;
d. honorarium panitia;
e. biaya pelantikan; dan
f. honorarium dan Operasional Panitia Pengawas, KPPS dan Petugas
Pendataan Pemilih.
Bagian
Keempat
Kelompok Penyelenggara Pemyngutan Suara (KPPS), Petugas

(1) Dalam melakgag

-r-“-’

sekretaris; dan
anggota.

(€))

(2)

(1) PAM TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas
menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

(2) PAM TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu)
orang di setiap TPS.

Bagian Kelima Pemutakhiran dan Penetapan Pemilih
Paragraf 1 Umum



Pasal 18

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai
pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi
syarat:
a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikabh;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut Rak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yar ] roleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili d 3 mapgnya 6 (enam) bulan
sebelum djgéhke gegtara yang dibuktikan

Paragraf 2 DPS

m suai data pen
%ana di

-, |hs

Pasal

(1)

aftar pemilih dimutakhirkan dan
Desa.

Pemutakhlran dan allda\\3

d pada aya
imana dimdak8ud

penelitian dengan mendgiang

Pencocokan dan , -'

encatat pemilih ym
lerdaftar dalam data” pemilih se a‘)
enggunakan formulir model A %

dalam lampiran | Peraturan Bu

2mperbaiki data pemi apat kesalahan;

ilih
I &nenmggal dunia;
Oket pemilih yang telah berpindah domisili ke

mencoret pemlllh Ve
berdasarkan surat keterangan dokter
mencoret pemilih  yang sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilah yang berkekuatan hokum tetap;
h. mencatat pemilih yang mengalami/memiliki kekurangan
kemampuan fisik pada kolom disabilitas; dan
1.  mencoret pemilih yang bukan penduduk desa yang
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
(4) Petugas pendataan pemilih mencatat dan merekapitulasi hasil



pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Petugas pendataan pemilih menyampaikan rekapituasi hasil
pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada panitia pemilihan.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil pencocokan gan penelitian oleh petugas pendataan
pemilih pallng lama 2 (du ejak menerima hasil pencocokan

(2) Panitia Pemili
sebagalmana

Rekapitulasi sebagaiman
apat pleno terbuka
|tandatangan| oleh

ercantum dalam lampirarlll P,
m\

ukan sebagaimana dimaksuw

(7) 3l @engan
ataautentik dan bukti tertuli ama pemilih, tempatfanggal
la an lokasi TPS. ,
(8) [ erdapat kekeliru i i agel ayat (6)
(9)

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (9) kepada masyarakat untuk mendapatkan
tanggapan/masukan.

(2) Masyarakat menyampaikan tanggapan/masukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis menggunakan formulir model
AlL.A-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V Peraturan



(3)

(1)

(6)

ini.
Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan/masukan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperbaiki
DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 3 DPS-Tb
Pasal 22

Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS

ain usul perbaikan se agal
atau anggota keluarga ‘ 3
emberikan usulan T e

epada Petugas Pend atag

pemilih telah me
pasal 18 ayat (2);
pemilih sudah/pe
tahun;

emilih yang sudah

Jika usulan perbalkan diterima, petugas pendataan mengisi formulir
tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap DPS menggunakan
formulir model A2-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
Peraturan ini serta memberikan tanda bukti telah menerima usulan
perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.



Paragraf 4 DPT
Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan menyusun DPT menggunakan formulir model A3-
KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini
berdasarkan DPS dan DPS-Tb yang sudah diperbaiki.

(2) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPT dengan menggunakan
formulir model A3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran
VIII Peraturan ini.

(3) Panitia Pemilihan menetapkapdR
(1) dan ayat (2).
(4) Rekapitulasi daggP : mahg dimaksud pada ayat
(2) dan ayat e ka dan dituangkan
dalam be : Pemilihan dan

sebagaimana dimaksud pada ayat

m DPT,
imaksud ds

(1

(2)

model
X Peraturan ini?
(3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada aya dilakukan

(4)

; - sebagalmana

tercantum dalam lampiran X Peraturan ini dan menyampaikan DPTb-
1 kepada panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak
berakhirnya pendaftaran DPTh-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(5) Rekapitulasi DPTh-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang
ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan
pemilih.



(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri
oleh BPD, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat.

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan
dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan data
autentik berupa kartu identitas dan/atau bukti lainnya.

Petugas pendataan pemilih wajib menindaklanjuti dan melakukan
perbaikan data pemilih apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) terbukti benar.
Panitia Pemilihan mengiapied ng lama 2 (dua) hari
sebag aRa dMgaksud pada ayat (9).

yang strategis yang . )
penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan dengan
masyarakat.

Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

waktu dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

jadwal pemilihan Kepala Desa,;

persyaratan bakal calon Kepala Desa; dan

persyaratan pemilih.



(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Bagian Kedua Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

Warga Negara Republik Indonesia;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Memegang teguh dan mengama g pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negarg b e3|a Tahun 1945 serta
mempertahankan : Negara  Kesatuan

o

‘ dla dicalonkan menjadi Kepal
fak sedang menjalani hukuma
tidak pernah dijatuhi plc®g

: 09 jujur ;
sedang dicabut hak %rﬂﬁ?&i den usan pengagifan
mempunyai kekuatan hukum tetap;
pernah sebagai Kepala Desﬂiga) kali masa jaBatan

A berturut-turut atau tid dan
aratan Administrasi Peng

A

ida
%dasa utusan pengadi
pe ing singk:

ayat (1) huruf I, melip8

a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format
sebagaimana tercatum dalam lampiran XXI Peraturanini;

b. surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII
Peraturan ini;

c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar



Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran XXIII Peraturan ini;

d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan
menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh

®
-
o
—
o
(@]
o
=]
<
QD
Y
@
=~
D

berwenang;
surat keterange

Pl

eterangan dari Pengadilan N igzang menyatakan
pernah dihukum penjara kare an tindak
09 singkat 5

ncam Z
:’ il 5riyang takan
g on e enya

afih; 1‘. ‘h;f- i cukup
FATRUR engan

Sptee
[72]
c
=
=4

: galmana

tercantum dalam Iamplran
urat pernyataan bersedi
Ang dibuat di atas k
agaimana tercantum dalam lampiran XXV Pgfa

e. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI1I Peraturan ini;

f.  surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya
penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas
kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran XXVII11 Peraturan ini;



g. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa,;

h. suratizin cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau
Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

i.  suratizin cuti dari Bupati bagi anggota BPD yang mencalonkan
diri sebagai Kepala Desa;

j-  lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima)
orang;

k. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh
bakal calon Kepala Desa 0@

1 bagiCalonKeps Petahana (incumbe Mus melampirkan
Laporan Ketan Pertanggung Jawaban (L3 akhir tahun
ar aporan-Pertanggung Jawaban (L KBIMakhir masa

awai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus\p@menuhi
Syaratan sebagaimana dimaksu (1), harus mefdapatkan
Pembln K

Bagi Bakal Calon Kepala
memenuhi persyaratan se

endapatkan izin tert

dimaksud pada ayatZ 7:-;-5 |
Kepala Desa harus '

Bagi Kepala Desa yang mencalowwl! li, harus mehdgjukan
uti kepada Bupati sebelu tarkan diri sebagall Bakal

epala Desa. l
2 ‘Wesa sebagaimand®@maksud pada ayat (1) dibe

izin cuti
pai dengan

: ) dilampirkan
untuk memenuhl sebagai calon Kepala

Desa

Pasal 30

Apabila syarat ljazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan
hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan
pengganti ljazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah atau Kementerian Agama.



Pasal 31
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), (3), (4), dan
(5), pasal 29,dan pasal 30 dimasukkan ke dalam map/amplop cokelat
besar tertutup dan ditulis




nama bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa Pasal 32

(1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan membuka pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara langsung ke
Panitia Pemilihan dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
oleh Panitia Pemilihan.

(3) Masa pendaftaran Balsa
(sembilan) hari.

a paling lama 9

Bagian Keempat Penyaringan
Paragraf 1 Penelitian Administra

Pasal 33

ke.ew “of

I

(2

, asi instansi
' rat k ngan dari
e g

Pasa“'#erkas pepés

(3

(1) . hal berkas pencalg idak lengkap, Bakal Cg Kepala
Desaydalam jangka wak (lima) hari wajib meleng dan/atau
(2) 2ACa i iki diseralkan Kepada panitia

Pasal 35

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas
pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam
pasal34 ayat (2).

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak
dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala
Desa.



(3)

(4)

€))

(2)

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Bakal Calon Kepala Desa.

Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil
penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
adalah 3 (tiga) hari.

Paragraf 2 Penetapan dan Pengumuman

2N AAT
W
- .

N
Apabila dalam tenggang waktu gebagai

Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau mengajukan
keberatan kepada panitia pemilihan terhadap Calon Kepala Desa
yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat

(D).

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman nama calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).



Pasal 39

(1) Panitia Pemilihan menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan melakukan perbaikan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan keberatan diterima
oleh Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan kembali nama calon Kepala Desa
berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimkasud pada ayat (1).

diselesaikan oleh Panitia Pemilihan

\\\d

\ h
. ":"'A} . ’

(1

Dalam hal bakal calea=yz
(dua) orang, panitia

(2)

ua) orang setelah pe anj
aksud pada ayat (1), Bup

ajla dalam tenggang wak da @
3 Jgbatan Kepala De# ir, | j
Desa dari Pegawal Negeri Sipil dilingkungé@ngemerintah

atl m

(3)

Pasal 42

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5
(lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk tes tertulis dan wawancara.

(3) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi
Pemerintahan dan Pembangunan Desa.



(4) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Independen
yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi.

(5) Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara diikuti oleh seluruh bakal
calon.

(6) Hari dan tanggal Pelaksanaan tes tertulis dan Wawancara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan
pemilihan Kepala Desa.

(7) Penetapan hasil penilaian sel
bersifat final dan mengikat.

(8) Hasil penilaian j’y_m kK ada ayat (6) diserahkan
peatilihan untuk menetapkan™g (lima) bakal calon

kepada Panitia
Kepala Desa gigfjadi calon Kepala Desa.

agaimana dimaksud pada ayat (5)

(9)

g pemilihan menetapkan 5 (
2seimenjadi Calon Kepala Desa

dari 5 (lima) orang bakal ca n
p*Calon Kepala Desa yang %aga
(9) diumumkan kep “
P ~
i o)l
/‘ @~ \k p sesuai

opdisi sosial budaya ma raf \‘
alam kampanye pemilihan Kepala Desa akat mempufiyai

€hebasan untuk menghadiri kampa
diatan kampanye dllakukan“ a 2 (dua) migiggu dan

begakbir 3 (tiga) harl sebewrl pemungutan suara.

a) orang Bakal Ca
na dimaksud Rads
atkan nilai te

imaksud pada™a

(1)

(2)
(3)

(4) Ka ksud pada ayat (1) dils dengan
prinsig j

(5) Dalam K ormasi atau
data da an peraturan

perundang- undanga

(6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

(7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda
penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara
berurutan dengan waktu yang sama.

(8) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa maka visi
dan misi menjadi dokumen resmi.

Pasal



4 Kampanye dapat dilaksanakan

melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. penyebaran melalui media elektronik;

d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepala masyarakat;
g

. pemasangan tanda gambar ditg AL
. rapat umum; dan
. kegiatan lain yang




f.  mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat dan/atau Calon yang lain;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon
lainnya;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;

i.  membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain
selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j.  menjanjikan atau memberikagf®ang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye. / \
Dalam kegiatan Daryedilarang “men ertakan:

(2)

a. Kepala Desa;
b

C

Pasal

: Kampanye yang me‘a:! rangan KampPa
sebagaimana dimaksud d | fal aya ikenai sanksi :
peringatan tertulis apabilay ,Y . ampan langgar larahge

alaupun belum terja

gamanan yang berpot

., /l; W g
apabila calon Kepafa ,\”, 5 aat
anpanye, maka calonf/Ke ikuti

ilihan sampai dengan anya il2 yang

npunyai kekuatan hukum tetap, d

(2)

panye dan
lam tata tertib

Paragraf 5 Masa Tenang
Pasal 47

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

(2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan segala
bentuk kampanye.

(3) Panitia Pengawas Pemilihan mengintruksikan kepada para calon



Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa
sebelum dimulainya masa tenang.

(4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dilaksanakan maka Panitia Pengawas Pemilihan berwenang
menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Paragraf 6 Panitia Pengawas
Pasal 48

(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia
Pengawas pem Bupati dapat pBdelegasikan kewenangan penetapan

(2) Panitia Penga

Se 13
Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sek

. Staf Kecamatan sebagai
1 (satu) orang a {§ =1
elaksanakan pemln% =1

Unsur lain yang dias

I dalam
penyelengganaa

embantu panitia pemilihan, BPD
enyelesaikan sengketa yang ti

(4)

(5) Panitia pengawas ang untuk embatalkan hasil seleksi
administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila
dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia
pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan



sumpah/ janji Kepala Desa.

BAB IV
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 50

(6) ilihan yang ditetapkan dengan

apRan de
uara -sebagaimana dimak

putusan Bupati.

(1) Hari dan tangg

(2)

berikan suara.

Hadir Pemilih setwdksud pada ayat

melalui surat

4)

(5) Pemung
(6) Pelaksang Mg Uts i s berakhir

13.00 waktu setempat.
(7) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah
satu tanda gambar calon dalam surat suara.

Pasal 52

(1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk 1
(satu) TPS dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan



suara.

(2) Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu) dimungkinkan apabila
jumlah pemilih yang masuk dalam DPT kurang dari 1.500 (seribu
lima ratus) orang pemilih yang disesuaikan dengan kondisi
geografis dan luas wilayah.

Pasal 53

(1) Pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan
fisik lain pada saat memberikam suaranya di TPS dapat didampingi

aksud pada ayat (1),
calon Kepala Desa

(2) Panitia dan/atau Q

dalam menda . 2k
em|I|h yang bersangkutan.

yang dipilih g
(3) Panitiagd@atau orang lain sebelum meRdsa

Ataan pendamping pemilih m
sebagaimana tercantum dala

../ =2 z

ebelum melaksana

b. pengeluaran se

pengidentifik TNT

(3)

berita
kurangny?®
dari calon.

dua) anggota pa serta dapat ditandatang Pleh saksi

(1) Setelah melakukan k amer dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1),KPPS memberlkan penjelasan mengenai tata cara pemberian
suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih.

(3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti pada KPPS, kemudian KPPS
memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.



(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah
mengawasi jalannya pemungutan suara.

(6) Dalam pemungutan suara, KPPS dibagi dalam beberapa
penugasan, antara lain :
a. petugas penerima undangan;

pengamanan pemungutan suara di TPS.

Pasal "

éra pemberian suara seba&imﬂﬁ I
\ //
ARSSEDAC WP

hadiran pe it pat-me di tempat

pasal 55 ayea

TPS yang

e. ih menuju tempat/bilik pe uara untuk mencopl@s calon
ale Desa pilihannya. F(
f. alh Mencoblos pemili emasukkan surat suara am kotak
suara ys8
g. pemilih Sebagai tanda

bahwa pel Wsuara.

h. Pemilih meninggalk

Pasal 57

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat
yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;



atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat
yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia
pemilihan;
b. surat suara yang dirobek baj
tidak disengaja;

ang disengaja maupun yang

slirat suara yang di dalamnya te

ol

disediakan panitia, mis

. surat suara yang ti f :
Bagian Ke iyt

ayat (1) Panitia
drat keamanan.

Bagian Ketiga P n&m Suara
j%al 59

an suara di TPS dilakukan “oleh KPPS

gftelah waktu
akan formulir
lampiran XII

6))

Peraturan ini.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) KPPS menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau



keliru.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon,
BPD, Pengawas dan warga masyarakat.

(4) KPPS mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah
menggunakan formulir Lampiran Model Cl.a-KWK sebagaimana
tercantum dalam lampiran X1V Peraturan ini.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan
dan menyerahkannya kepada K .

(6) Calon Kepala Desa_da o Kepala Desa yang hadir
sebagaimana dimg : . apc engajukan keberatan
terhadap jala panitia pemilihan
apabila ter : dengan ketentuan

gbefatan sebagaimana dimaksu ayat (6) secayg
gunakan formulir model ebagaimana tereg
dalam lampiran XV Perat rani i

lam hal keberatan ya ".:\
akS| calon Kepala senagal

(9 )
oleh panitia pemilihar ¢
atau saksi calon lainnygZB

yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1
(satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat
tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 61

(1) KPPS membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara
dengan menggunakan formulir model C-KWK sebagaimana
tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini yang ditandatangani oleh



ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta
dapat ditandatangani saksi calon.

(2) KPPS menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Panitia Pemilihan dengan Surat Pengantar menggunakan
formulir model C4-KWK sebgaimana tercantum dalam lampiran
XVII Peraturan ini.

(3) KPPS memberikan salinan Berita Acara pemungutan dan
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu)
eksemplar dan 1 (satu) eksemplar hasil
penghitungan suara '

2) dimasukkan dalam

’\

J S
m\] ertifi
di

i
andatanganl tanda terlma men
sebagaimana tercantum dala

aI 63

ilihan mengadakan Rapat Pleno Rekapl
enghitungan Perolehan Suara yang
Oap_format sgbagaimana te

(1)

gl dalam lampiran

XXIX Peraturan

(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai formulir model
DAA- KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII
Peraturan ini.

(3) Hasil rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara beserta
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari.

(4) BPD mengadakan rapat paripurnapenetapanKepala Desa terpilih



berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan
suara dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana
tercantum dalam lampiran XXX Peraturan ini.

(5) Kepala Desa terpilih seagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan BPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam
lampiran XXXI Peraturan ini.

€y
(2) an :
(1 dksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) har
(3) Pg daan ditetapkan dengan Ke Panitia Pemili etelah

gebelumnya  berkonsultasi e ) dan

pfendapatkan persetujuanydari masing
\\“ '!l/

BAB VP

S 7

atau keberatan dari

demilihan Kepala Desaﬁ Al
jenjang melalui tahapan’seb

i ben ;

a. alon yang Berhak Dipilih mengajuk a Panitia
er@ilihan dan BPD dalam jan“ (tujuh) hari enjak
p&nétapan Kepala Desa Terpilih tia Pemilihan bergamgiia BPD
ajiban memberikan 4 ban dan penyelesaian dafag¥ jangka

wa
b. Apabila agdt menerima
jawaban fealig i ah BPD, maka
dalam jajfi@ ‘ eles oleh Panitia
pemilihan da K emberikan jawaban dan

penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud.

(2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka BPD melaporkan kepada
Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian
jawaban dan penyelesaian oleh Camat.

(3) Setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



(4) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi
permasalahan sebagai berikut :

a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia
Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan
pemilihan ulang; atau

b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar,
Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa
Terpilih.

(5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak tercapai,

pkan sebagai Kepala Desa T
BPD tentang Kepala Desa bagalmana

3 ____-;;esi " - t' uluh) hari
) : ) a ayat (7).
P dlterb*

(9) : bat lain yang ditunjuk sebagalman ’ d ayat (9)
arpat. ‘

(10) am hal perselisihan sebagai ksud pada ayat ( an ayat

PD menerbitkan Keputug

(11) ] gFfoses hukum
3 all FBPD tentang
g agetkan putusan

pengadilan yang me #m tetap.

(12) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala
Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan
setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.



BAB VI PENETAPAN
Bagian Kesatu

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasal 66
(1) BPD menyampaikan Calon KepalaDesa terpilih
Berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada
Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari
Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk
mendapat pengesahan dan pengangkatan.
(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pati menerbitkan keputusan
pengangkatan Kepala Desa pal

hari sejak diterima Ia%ran aeba

epala Desa sebeu@

engucapkan  sumpahja Jiole

jabat Ialn yang ditunjuk untuk melanti
aksud pada ayat (1) adalah CM

ah/janji Kepala Desa seb a dimaksud pad
Alahsebagai berikut : (
“Demi A han, saya bersumpah/berjanji bahwa saya alka

dlu taat dalam
, agDasar Negara,
dan bahwa saya akan dupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia®.

(4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya Keputusan Bupati.



(5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala
Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

(6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan  dilanjutkan
dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat
Kepala Desa dengan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 68

(1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan
tetap sebelum dilantik, makaggmdilakukan Pemilihan Kepala Desa
melalui musyawarah Desa.

(2) Musyawarah
diselenggaraka
difasilitasi ole

aksud pada ayat (1)
AP anitia Pemilihan dan
BEmerintah Desa.

BAB VI

JENIS, STANDAR D TUHAN
PERLENGKAPAN PENYE PEMILIHA

2%
Penyediaan perlengk%
Desa berdasarkan prinsip %}’ 'm‘t

a.
b.

a | "
d. ;

e. alitas; dan '

f. ‘

(2) apan penyelenggaraan pemlllhan
a.

b.

C. bahan sosialisasi.

Bagian Kedua
Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal



69ayat

(2) huruf a, terdiri atas :

@ e e o

Dukungan perlengkg

(1

(2)

€))
(2)

kotak suara;

surat suara;

tinta;

bilik pemungutan suara;
kertas segel;
alatmencoblos; dan
TPS.

d dalam pasal 69

ayat

ian suar,
Bagian Ketj ,I
|

tandar dan Kebutuhan Pe Pemungutan Suaye
Paragl Kotak Suara

Kotak suara sebaQe 2 ala :
anaan pemungutan suara dalam

digunakan pada pelaks
pemilihanKepala Desa.

Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara berjumlah 1
(satu) buah pada setiap TPS.

Pasal 73

Kotak suara dibuat dari Triplek
Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan



(4)

(5)
(6)

(6))

(2)

ketentuan:
berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm
dan tinggi 60 cm;

pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk
mengangkat;

tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubanguntuk
memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm.
pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang
gembok;
berwarna putih.

'--s_

at surat suara dlbz dengan
atan yang tidak mengenai nomor
nama Calon yang dapat mew

uara berbentuk pe! panjang dengan
vertikal  ataU"horizontal.

dicetak dengan kertas HVS warna putlh
Desain slirg aka ditentukan oleh Panitia Pem an

Paragraf 3

Pasal 75

Tinta sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c digunakan
untuk memberikan tanda bagi pemilih yang sudah melakukan
pemberian suara di TPS.

Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling
banyak 2 (dua) botol di setiap TPS.



(6))
(2)

Paragraf 4
Bilik Pemungutan Suara

Pasal 76

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf
d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling sedikit 2 (duajgbuah di setiap TPS.

(1)

(2)

Pasal 79

TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf g dibuat sebagai
tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.



(3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia
Pemilihan.

Bagian Keempat Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1 Tanda Pengenal KPPS

Pasal 80
(1) Tanda pengenal KPPS sebagaigiana dimaksud dalam pasal 71 huruf a
memuat:
a. judul pemilihan:
b. logo daerah;
c. jabatan;
d.
e.
f.
g.
h.

Paragraf Bvllir dan Sertifikat

Pasal 82

(1) Formulir “.N jalntana dimakse aPesal 71 huruf
h digunakan dalarmaglak He ] .

suara.
(2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan ketentuan:
menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
dicetak hitam putih satu muka.

o P

Pasal 83

(1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil



perolehan suara Calon terdiri dari :

berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;

c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS yang
merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara; dan

d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan
suara di TPS.

(2) Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b dan huruf c dibuat 1 (satu) rangkap.

o




Paragraf 4
Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 84

(1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
huruf i dipasang pada setiap kotak suara masing-masing 1 (satu)

lembar.

(2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. tulisan pemilihan Kepala

b. nomor kotak suarg

c. nomor TPS;

d.

e.

(3) ) dibuat

gfbentuk persegi panjang. “
N

Z%] TS
/2’ ‘L'VJ')-’ -
amplhlet Daftar Calon s

libuat untuk memberikan

(6))

(2) phlet Daftar CalonKepala De pada
(1) disediakan sebanyak 1 BS.
(3) I pflda ayat
: agai berikut:
a. akan kertas HVS berwarna putih;
b. it persegi panjang; dan
C ditempel P

Paragraf 6 Salinan DPT dan DPTb-1

Pasal 86

(1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
huruf | dibuat untuk memberikan informasi kepada Masyarakat
tentang daftar pemilih yang berhak memberikan suara di TPS.

(2) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan masing-masing 1 (satu) lembar di setiap TPS.

98



(3) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dengan ketentuan:

Dicetak dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
Ditempel di depan TPS.

o e

BAB VIII

PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengadaan

dan dukungan

2012 tentang tunj eknl m|I|han
Desasgbagaimana diubah dengan Peratur omor 2Ta 2015
tentan@ Rerubahan Kedua Atas Peratur Lombok Utagg Momor
11 Ta 012 tentang Petunjuk ilihan Kepala Dgfajflicabut
dan din

Peraturan ini
Agar  setiap emerintahkan
pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 20 Juli 2017 BUPATI LOMB
OKUTARA,
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H. NAJMUL AKHYAR
Diundangkan di Tanjung pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA,

H. SUARDI
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EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA

7JBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SALUT KECAMATAN KAYANGAN
JL Syehk Subban KM 6 Salut - Kayangan KLU, Kode Pos: 83353

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
NOMOR: 01/BPBY{DS.S/VII/2019

TENTANG

PEMBENT JBE N PANITIA PEMILIHAN RERALA DESA
DESA SA ABECAMATAN KAYANGAN KABURZ \
UTARA

BADAN PERMUSYAWA SA (BPD)

ESA '
> 62

an ketent

syawarah  Desa

S.S/VII/2019

01/B

Pembentukan Panitia = Pemi Kepala
Desa Salut tanggal 17Junif 2019, Maka
ihan Kepala

b. bahwa yang mnama dan jabatannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang mampu dan telah
memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia

c. Pemilihan Kepala Desa Salut;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Badan
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Permusyawatan Desa  Salut tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Salut Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok
Utara di Provinsi Nusa Tanggara Barat
(Lembaran @ Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 99, Tambahan
epublik Indonesia

r-~ < &
Indo%
4. Perat n

: g™ | e (Berita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor
1221);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
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2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor

61);
6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35
Tahun 2017 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Serentak
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah
diubah depgan Peraturan Bupati Nomor 1

2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lo
Nomor 3 Ta 019
Permusyaw

ra
Kabu a ok
Nomor ‘

Me
!a ‘ca

Lombok Utar Tahun
Anggota Panitia se
lampiran Kepu
Penitia se
KESATU

terdiri atas:

imana dlmaksud padg Wiktum
11k1 tugas dan we

mengawasi semua tahapan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Salut;

b. Merencanakan dan mengajukan Biaya
Pemilihan Kepada Bupati melalui Camat.

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan
pemilih;

d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan
bakal calon;
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e. Menetapkan calon yang telah memenuhi

persyaratan;

f. Menetapkan tatacara pelaksanaan
pemilihan;

g. Menetapkan tatacara kampanye;

h. Mempasilitasi penyediaan peralatan,
perlengkapan dan tempat pemungutan
suara;

i. Melaksanakan pemungutan suara;

asil rekapitulasi pengitungan
giaumkan hasil pemilihan;
pala desa terpilih, dan

pelaporan

Panitia sebagaim i n&miliki
kewajiban yang t ;

masyarakat; ’
d. Memeliharan‘

pemilihang
. Memp

ggungjawabkan

epala Desa tersebut

ditunda.
KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat

ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran
2019.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

104



ditetapkan.

Ditetapkan di

: Salut
Pada tanggal
:17 Juni 2019
KETUA BPD
DESA SALUT,

117 Juni 2019
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK
UTARA
TAHUN 2019
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DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN

2019
Kedudukan
No Nama dalam TIM Keterang
an
. ,S;{HMAD FADLI, S Ketua / Anggota

ROBY ROSA
SANJAYA

H.
KHAERUDIN
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LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA BULAN NOPEMBER
TAHUN 2019.

ahan desa  (BP2KBPMDes)
Lombok Utara Bapak Atmaja
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dncara dengan ;
ntahan Kecamatan Kayangan, 7sé
A kecamatan, kanbupate
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Wawancara dengan tokoh masyarakat

Wawancara dengan perangkat
Desa salut Bapak Hartono. A.Ma

kewilayahan atao kepala dusun dan
selaku sekertaris panitia pemilihan kepal
desa salut. Bapak Roby Rosa Sanjaya.
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LAMPIRAN 2
POTO KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SALUT
TAHUN 2019
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UNIVERSITAS MUODAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI “B”

Jalan KH. shmad Dabdan No. | Telp. 639180 ¢33723

Narmor
Lamp.
Hal

Kepada Yth

Tembusan, disampaikan kepada Yth .
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. '_ ER o o

A44.013 AUFX2020 Mataram 17 Rabiul Awwal 1442 11
Proposal Skrispi 03 Oktoder 2020 M
Mohon Izin Penelitian

- Kepala BAPPEDA Kgbupaten Lombok Utara
d: - '

Tempal

Assalamu’alaikum Wr, Wo

Ba'da salam, Semoge Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita
dalam melaksanakan aktivitas sehasi-hari, Amin.

Dalam rangha mevelesaikan syarat-syarat u ntuk mencapai kebulatan studt progs
Sarjanz Strata Satu (S1) pada Fakultas Tlmu Sosial Dan llmu Politik Um»crsms
Muhammadivah Mataram. maka pare mehasiswa barus memenubt Karya Tmiak
(Skripsi), untuk keperluan terscbut kami mohonkan izin bagt mabasiswa berikut

l. Nama : KHAERUL RIZKI

2 NIM ;216130082

3. Jurusan . Sosial

4. Program Studi [lmu Pemerintahan

5. Tuwuan Untuk Memperoleh Data

6. Tema ! Judul “implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Fombolk

Ltara Nomor 35 Tahun 2017 Temtang pemilihan
Kepala Desa Serentak Talun 2019 (Studi Kasus Di
Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)”

7 T.okasi Penclitian - Desa Salut Kee, Kavangan Kab. Lombok Utars

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahpsiswa yang bersangkutan, kami
khaturkan terima kasih

Wahilluhittaufiqg Walthidayah
Wassalamu alaikum Wr. Wh

:94;” ) ,;)
)

.8(160668(."1

I Rektor UMMAT (urttuk muklum),
Saudara mahasiswa vang bersangkutan;

2
3 Arsip
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

JL. LAPANGAN TIOQ TATA TUNAQ - TANJUNG, TELEPON (0370) . KODE POS: 83352

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/ \\o /Bappeda/XI/ 2020

Membaca, mengkaji maksud dan tujuan surat dari Dekap Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu
Politik  Universites  Muhammadiyah  Mataram Nomor : 449/11.3 AU/F/X/2020
tanggal 03 Oktober 2020 perihal permohonan izin mengadakan penelitian, maka dengan ini
diberikan izin kepada ;

Nama ¢ Khaerul Rizki

Pekerjaan/Jabatan . Mahasiswa

NIM / NIP . 216130082

TujuanKeperiuan . Izin mengadakan penclitian dalam rangka menyusun skripsi,

Judul / Topik . "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tombok Utara

Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak
Tahun 2019 ( Studi Kasus di Desa Salat Eec. Kayangan

! Kabupaten Lombok Utara)” .
Lokasi Penelitian  Desa Selut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara
Waklu Penelitian : 1(Satu)Bulan

05 Nopember 2020 s/d 05 Desembrer 2020

&

Setelah penelitian sclosai, agar saudara / saudari menyérahkan dokumen hasil penclitian
sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacruh Kebupaten
Lombok Utara. Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,

Tanjung, 04 Nopember 2020
> An. KEPALA BAPPEDA

KEPALA BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN-E ?LUASI

Tembusan :
1. Kepala Kantor Kesatan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Utara di Tempat;

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bereacana, Pemberdayasn Masyarakar dan Desa
Kabupaten Lombok Utara di Tempat;
Kepala Desa Salut Kecumatan Kayangan di Tempat,
Dekan Fakultas Timu Sosial dan Ihmu Politik Universitas Mubammadiyah Mataram di Tempat;
. Kepula Dinas / Instansi Terkait di Temupat;

Arsip,

L
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Nama Khaesul rizki
Program Studi ! Timu Pemenintahan
DosenPcmbimbingl Dr.H Mumammad Ali M.S.i

Tanggnl | e \imcn ' ParafPemb-mbmg I
/

sf e | AL @ ,wb» | |
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Ayatullah Hadi, S 1P, MIP_.¢
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